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Abstract
This article uses a qualitative descriptive method. This research method aims to describe and interpretation the
meaning of a phenomenon or situation based on the data collected. The principles of good governance include
community participation, law enforcement, transparency, responsiveness of officials, service effectiveness and
efficiency, accountability and the rule of law. These principles must be implemented to improve the quality of public
services and meet community expectations. There are challenges and obstacles in the implementation of Law No. 6 of
2014, such as a lack of personnel and infrastructure, unclear timelines for completing documents, and a lack of
transparency in providing information as happened in Nimasi Village, Bikomi Tengah District, Timor Tengah Utara
Regency. From the results of the conclusions, it shows that village management in general implements good
governance but found basic problems such as (1). The uneven competence of human resources in Nimasi Village is due
to the lack of training of village apparatus in managing the village. Such as BUMDes management and sustainable
skills development. (2). The translation of policies from districts to actors in villages is difficult to implement through
the formulation of rules that will be applied to the public in villages. (3). There is no complete supporting equipment
for training and empowerment of the Nimasi village community.
Keywords : Good Governance, Village Governance

Abstrak

Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menginterpretasikan makna dari suatu fenomena atau situasi berdasarkan data yang dikumpulkan. Prinsip Good
Governance meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap aparat, efektifitas dan
efisiensi pelayanan, akuntabilitas, dan supremasi hukum.Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat. Terdapat tantangan dan hambatan
dalam penerapan UU No.6 Tahun 2014, seperti kekurangan personel dan infrastruktur, ketidakjelasan waktu
penyelesaian dokumen, dan kurangnya keterbukaan dalam memberikan informasi seperti yang terjadi di Desa Nimasi
Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari hasil simpulan menunjukkan pengelolaan desa
secara garis besar melaksanakan Good Governance namun ditemukan permasalahan yang mendasar seperti (1). Belum
meratanya kompetensi sumber daya manusia di Desa Nimasi, yang disebabkan belum terlatihnya aparatur desa
dalam mengelola desa. Seperti pengelolaan BUMDes dan pengembangan ketrampilan yang berkelanjutan. (2).
Penerjemahan kebijakan dari kabupaten kepada aktor di desa yang sulit untuk di implementasikan melalui
perumusan aturan yang akan diterapkan kepada publik di desa. (3). Belum tersedianya kelengkapan pendukung
pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa Nimasi.
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PENDAHULUAN
Istilah “Good Governance”
mulai dikenal luas di Indonesia pada
era reformasi setelah berakhirnya era
Orde Baru (Jamillah, D., 2018).
Prinsip Good Governance tidak dapat
dipisah dari semua
pengimplementasian lembaga publik,
termasuk lembaga pemerintah dan
untuk

badan wusaha milik desa,

memprioritaskan kepentingan publik

dalam memberikan layanan
publik(Setiawan, 2022).

Prinsip Good  Governance
meliputi  partisipasi =~ masyarakat,

penegakan hukum, transparansi, daya

aparat, efektifitas dan

tanggap
efisiensi pelayanan, akuntabilitas, dan
supremasi

al,2022).

hukum(Karunia, et
Prinsip-prinsip  tersebut

harus dilaksanakan untuk

meningkatkan  kualitas

publik  dan
masyarakat(Razak,2022).

pelayanan
memenuhi  harapan

Pelaksanaan  prinsip  Good
governance juga dapat memberikan
kontribusi terhadap kinerja aparatur
kecamatan dan badan usaha milik
desa(Hanafi, 2022). Namun, masih

terdapat tantangan dan hambatan

dalam penerapan prinsip tersebut,

seperti kekurangan personel dan

infrastruktur, ketidakjelasan waktu

penyelesaian dokumen, dan

kurangnya keterbukaan dalam

memberikan informasi seperti yang
terjadi di Desa Nimasi Kecamatan
Bikomi Tengah Kabupaten Timor
Tengah Utara yang memberikan

kesenjangan harapan tentang

terwujudnya otonomi desa

yang
berhasil. Oleh karena itu, perlu telaah
dan kajian analisa lembaga publik di
desa dalam menerapkan prinsip good
governance yang terkandung dalam
Undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Pengalaman layanan publik
yang buruk dapat memberikan efek
ketidakpercayaan masyarakat
terhadap jalannya pemerintahan dan
rendahnya partisipasi politik(Kimutai
et al, 2021). Tentunya, dapat
menyebabkan penurunan partisipasi
politik, karena publik merasa suara
tidak atau

mereka didengar

partisipasi mereka tidak akan

membuat perbedaan dengan kondisi

pemerintahan yang lampau.
(Marsallindo, & Safitri, 2021)
Dalam penelitian terdahulu oleh

Dungga, dkk tahun 2017(Dungga dkk,
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2017). Memberikan simpulan Faktor-
faktor penghambat penerapan prinsip
good governance di Desa adalah
partisipasi masyarakat, sumber daya
manusia, dan kedisiplinan aparat.

Sedangkan faktor pendukung
penerapan prinsip good governance
adalah kerjasama dan komunikasi.
Artikel berikutnya oleh Astuti
& Satlita tahun 2018 (Astuti & Satlita,
2018) memberikan simpulan
Penerapan prinsip good governance di
Desa tersebut didorong dengan
adanya (1). pengembangan kapasitas
perangkat desa, (2). kepemimpinan,
(3) sistem sosial, dan (4) jaringan.
Adapun hambatan dalam penerapan
prinsip good governance dalam tata
kelola pemerintah desa berupa
keterbatasan anggaran dan adanya
perubahan pola penyelenggaraan
pemerintahan desa pasca Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang
Selanjutnya oleh
Rahmatullah & Rahmatullah, tahun
2021(Rahmatullah & Rahmatullah,
2021)

Good

Desa. artikel

menyimpulkan Implementasi

Governance  pada  konteks

transparansi tercermin pada

bagaimana pemerintahan desa

melakukan

pemasangan  papan

informasi publik desa tahun berjalan,

keterlibatan warga desa melalui

aktivitas padat karya tunai (pkt) &
kiprah tim pelaksana dipilih menurut
forum-forum yang bisa diandalkan.

Dari  beberapa

penelitian
terdahulu menunjukkan pentingnya
perubahan pada pengelolaan desa
untuk mengatur dirinya sendiri yang

diperlukan  untuk  meningkatkan

kinerja dalam otonomi desa. Berbeda
dengan artikel terdahulu mengenai

tata kelola desa, Desa Nimasi

Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten

Timor Tengah Utara memiliki

keidentikan budaya

yang
berdampingan dengan problematika
pengelolaan desa.
KAJIAN PUSTAKA
Good Governance

Good Governance mengacu pada
manajemen urusan publik, organisasi,

atau lembaga efektif dan

yang

bertanggung jawab. Ini melibatkan

penerapan proses yang transparan,
akuntabel, dan partisipatif untuk
memastikan kesejahteraan dan hak-hak
individu dan masyarakat secara
keseluruhan. Berikut adalah beberapa
aspek kunci dari tata kelola yang

baik(Zerbian, T., & de Luis Romero, E.
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(2021): (D). Good

Governance membutuhkan keterbukaan

Transparansi,

dan aksesibilitas informasi, keputusan,

dan proses. (2). Akuntabilitas, Good

Governance membuat individu dan

institusi  bertanggung jawab atas

tindakan dan keputusan mereka. (3).
Partisipasi, Good Governance
mendorong partisipasi aktif semua
pemangku  kepentingan, termasuk
warga negara, organisasi masyarakat
sipil, dan kelompok terpinggirkan,
dalam proses pengambilan keputusan.

(4)-

menjunjung tinggi prinsip keadilan,

Rule of Law, Good Governance

kewajaran, dan supremasi hukum. (5).

Efisiensi  dan  Efektivitas, = Good
Governance menekankan penggunaan
sumber daya secara efisien dan efektif
untuk mencapai hasil yang diinginkan.
(omeranz & Stedman, 2020) (6). Etika

dan Integritas, Good  Governance

mempromosikan perilaku etis dan
integritas di

institusi. (Ishak dkk, 2020).

antara individu dan

Otonomi Desa
Dalam Undang-Undang No. 6

Tahun 2014  Pengaturan  Desa

berasaskan:

(@)-
keberagaman, (d).

rekognisi, (b). subsidiaritas, (c).
kebersamaan, (e).
kegotongroyongan, (f). kekeluargaan,
(g). musyawarah, (h). demokrasi, (i).
()-

(k).kesetaraan, (I). pemberdayaan; dan

kemandirian, partisipasi,

(m). keberlanjutan.

METODE PENELITIAN
Untuk  menganalisis  Good
Governance Dalam Praktek

Pemerintahan Desa, Studi Penerapan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi
Tengah Kabupaten Timor Tengah
Utara, maka penulis menggunakan
deskriptif kualitatif. Metode penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan
dan menginterpretasikan makna dari
atau situasi

suatu fenomena

berdasarkan data

yang
dikumpulkan(Vaismoradi et al, 2013).
Metode

kualitatif deskriptif

melibatkan analisis data melalui
analisis isi dan analisis tematik. Data
yang dikumpulkan dapat berupa
wawancara, observasi, dokumen dari
desa Nimasi. Hasil yang diperoleh dari
metode deskriptif kualitatif bersifat

deskriptif dan memberikan gambaran
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secara rinci tentang fenomena atau

situasi yang diteliti.

Ini adalah metode penelitian
non-eksperimental yang digunakan

untuk  mendapatkan = pemahaman

mendalam  tentang situasi atau

fenomena tertentu(Ali et al, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapan UU No 16

Tahun 2014 pada Desa Nimasi
Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten
dilakukan

Timor Tengah Utara,

dengan:

A. Rekognisi

Dengan memiliki kendali atas sumber
daya dan ekonomi desa dapat
membangun keberlanjutan ekonomi
yang berkelanjutan dan memperkuat
identitas mereka sebagai komunitas.
Pengakuan terhadap hak asal usul

dapat memberikan manfaat

yang

signifikan bagi desa, termasuk
pemberdayaan ekonomi, keberlanjutan
lingkungan, dan pelestarian budaya.
Namun, implementasinya
pertimbangan konteks lokal tidak
memiliki konteks keberlanjutan jangka
panjang. Seperti dalam wawancara
informan

lainnya, menggambarkan

bahwa:

“Kita belum memiliki rekognisi yang tepat,
bahwa di Desa Nimasi ini selama masa
kepemimpinan saya dan bahkan sekarang
masa Kepemimpinan Desa saat ini.
Kesulitan dalam sumber daya manusia
untuk mengembangkan lebih jauh hanya
sebatas pengelolaan kearifan lokal secara
turun menurun. Seperti kain tenun dan
belum bersifat nasional hanya berkutat di
lokal saja dan tidak bervariasi sehingga
serapan anggaran desa kerap  tidak
maksimal.”(hasil wawancara dengan
Bapak MTT selaku mantan Kepala

Desa Nimasi tanggal 19 Agustus 2022).

Permasalahan yang sama juga terjadi
desa di Indonesia.

SDM

dibeberapa

Persoalan mengenai kualitas

pengelola dana desa

juga
mengakibatkan penyerapan dana desa

dari APBN masih belum

maksimal(Mangindaan & Manossoh,
2018).

B. Subsidiaritas

Subsidiaritas adalah prinsip yang

mengacu pada gagasan bahwa

keputusan harus dibuat pada tingkat

otoritas serendah mungkin.

yang
Dalam konteks pemerintahan desa,
subsidiaritas berarti pemerintah desa
untuk

memiliki kewenangan
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mengelola alokasi dana desa(Hariri &

Arifin,2023). Terkait pengalokasian
dan pengelolaan dana desa harus
mengikuti peraturan dan pedoman
yang ditetapkan

daerah(Zuraida Y & M.A. Nasution,

oleh pemerintah

2022). Efektivitas pemanfaatan dana
desa dapat dinilai melalui berbagai
rasio, seperti efektivitas, efisiensi, dan
kemandirian(listari dkk, 2022).

Alokasi dana desa Nimasi dapat
berdampak pada kesejahteraan dan
pembangunan masyarakat.
Munculnya, tantangan pengelolaan
dana desa antara lain terbatasnya
dana, keterlambatan pencairan, dan
kurangnya pemahaman aparat desa
Nimasi. Seperti yang disampaikan
Kepala Desa Nimasi FNS bahwa:

“sulit untuk menemukan solusi untuk
mengatasi tantangan tersebut antara lain,
koordinasi dengan tingkat pemerintahan
yang lebih tinggi, peningkatan kapasitas
perangkat desa, dan adaptasi terhadap
perubahan peraturan dan penyesuaian
anggaran” (hasil wawancara dengan
Bapak FNS selaku Kepala Desa Nimasi
tanggal 20 Agustus 2022).

Pernyataan ini juga didukung bahwa
desa

kewenangan pemerintah

merupakan aspek penting dari

subsidiaritas. Kepala desa berwenang
menyusun peraturan desa(Wahyudi
dkk, 2021). Kekhawatiran desa pada
tumpeng tindihnya aturan yang
diberlukan Kabupaten juga memiliki
peran vital sebab. Prinsip subsidiaritas
bukannya tanpa tantangan. Salah satu
isu potensial adalah potensi intervensi
dan dominasi pemerintah supra desa
(pemerintah daerah), yang dapat

membuat desa bergantung pada

pemerintah daerah dan melemahkan
prinsip dan

Supriadi, 2020).

subsidiaritas(yamin

Ringkasnya, asas subsidiaritas

merupakan aspek penting dalam
pemerintahan desa Nimasi. Kepala
Desa mengakui desa sebagai subjek
yang mandiri dan mengembalikan

keberadaannya melalui prinsip

subsidiaritas, serta sumber dana yang

memadai. Kepala desa memiliki
kewenangan untuk menyusun
peraturan desa, namun

kabupaten/kota juga memiliki peran
vital dalam mengawasi pemerintahan
desa. Namun demikian, terdapat risiko

intervensi dan dominasi oleh

pemerintah  daerah yang dapat

melemahkan prinsip subsidiaritas.

C. Keberagaman
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Keberagaman desa adalah suatu
kondisi di mana terdapat berbagai
macam perbedaan dalam suatu desa,
seperti perbedaan agama, budaya,
bahasa, dan ras. Tidak diragukan
keberagaman yang terselenggara di
Nusa

Kabupaten/Kota Tenggara

Timur, dengan  indeks KUB
(Kerukunan Umat Beragama) terbaik
81,07 %.

Hal ini disampaikan oleh Tokoh
Agama di Desa Nimasi PN yaitu:
“Keberagaman ini dapat menjadi sebuah
kekuatan yang besar jika dikelola dengan
baik dan dijadikan sebagai sumber daya

masyarakat ~ desa

yang positif  bagi
Nimasi.”

Bapak PN selaku Tokoh Agama Desa

(hasil wawancara dengan

Nimasi tanggal 21 Agustus 2022)
Secara garis besar keberagaman dalam
good governance desa adalah konsep

yang mengakui pentingnya inklusi

dan  partisipasi semua elemen
masyarakat ~ dalam  pengambilan
keputusan dan pelaksanaan

pemerintahan desa.
D. Kebersamaan
Kebersamaan dalam pengelolaan desa

adalah  kunci  untuk  mencapai

pembangunan yang berkelanjutan dan
hidup

meningkatkan kualitas

masyarakat desa(Saputra,2018). Hal ini
yang dikatakan oleh NP tokoh
masyarakat bahwa

“Ketika masyarakat desa Nimasi bekerja
bersama-sama, mereka dapat mengatasi
tantangan dan memanfaatkan peluang
yang ada dengan lebih efektif di zaman
sekarang. Misalnya, Salah satu aspek
penting  dari  kebersamaan  dalam
pengelolaan desa adalah partisipasi aktif
dari seluruh masyarakat desa Nimasi.
Ketika semua warga desa Nimasi ikut
terlibat dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan  program  pembangunan,
mereka dapat memberikan masukan yang
berharga ke  kantor desa.” (hasil
wawancara dengan Bapak NL selaku
Tokoh Masyarakat tanggal 20 Agustus
2022).

Selain itu, kebersamaan juga
dapat melibatkan kolaborasi antara
pemerintah desa, lembaga masyarakat,
dan sektor swasta. Dalam pengelolaan
desa yang efektif, pemerintah desa
harus bekerja sama dengan lembaga
masyarakat seperti kelompok tani,
kelompok perempuan, dan organisasi
masyarakat lainnya. Sementara itu,
sektor swasta dapat memberikan
dukungan dalam bentuk investasi,
bantuan  teknis.

pelatihan, atau
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Kebersamaan dalam pengelolaan desa

dapat ditingkatkan melalui

juga
pendekatan pembangunan berbasis
masyarakat(Nurlukman & Said,2019).
Pendekatan ini mengakui
pengetahuan lokal dan kearifan lokal
masyarakat desa, serta memperkuat
kapasitas mereka untuk mengelola
sumber daya alam, mengembangkan
usaha mikro, dan meningkatkan
kesejahteraan

berkelanjutan(Purwasih & Atuti,2021).

secara

Dengan adanya kebersamaan
dalam pengelolaan desa, masyarakat
desa dapat mencapai pembangunan
yang berkelanjutan,

hidup

meningkatkan

kualitas mereka, dan
menciptakan lingkungan yang lebih

baik untuk generasi mendatang. Unsur

yang dapat terpenuhi dari Good
Governance antara lain: (1).
Transparansi, (2). Partisipasi,  (3).

Akuntabilitas, (4). Pemberdayaan, dan

-

pengimplementasian

Kolaborasi. Meskipun demikian
kebersamaan
kental dengan unsur adat istiadat dan
budaya.

E. Kegotongroyongan
Kegotongroyongan dalam pengelolaan
melibatkan aktif

desa partisipasi

masyarakat desa dalam berbagai aspek

kehidupan desa, termasuk
pembangunan infrastruktur,
pengelolaan sumber daya alam,
pemberdayaan ekonomi, dan
pemeliharaan kebersihan dan
keindahan  desa. Prinsip  dasar
kegotongroyongan adalah  bahwa
semua anggota masyarakat desa
memiliki tanggung jawab untuk

berkontribusi dan bekerja sama demi
kepentingan bersama. Seperti apa yang
disampaikan oleh Kepala Desa Nimasi
FNS yakni:
“Dalam  praktiknya, kegotongroyongan
dalam pengelolaan desa dapat terwujud
melalui berbagai kegiatan seperti gotong
royong membersihkan lingkungan desa,
membangun jembatan atau jalan desa,
mengelola pertanian, atau mengadakan
kegiatan ekonomi bersama seperti koperasi
kain tenun dan alat tradisional lainnya.”
(hasil wawancara dengan Bapak FNS
selaku Kepala Desa Nimasi tanggal 20
Agustus 2022).
Kegotongroyongan dalam
pengelolaan desa memiliki banyak
manfaat. Pertama, hal ini memperkuat
ikatan sosial dan solidaritas antar
desa. Kedua,

anggota masyarakat

kegotongroyongan dapat

meningkatkan efisiensi dan efektivitas
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pengelolaan desa, karena melibatkan

banyak orang dengan berbagai
keterampilan dan pengetahuan. Ketiga,
kegotongroyongan dapat mendorong
partisipasi aktif masyarakat desa dalam

pengambilan keputusan

yang
berdampak pada kehidupan mereka.

F. Kekeluargaan

Kekeluargaan dalam pengelolaan desa
dapat diartikan

sebagai penerapan

prinsip kekeluargaan dan
kegotongroyongan dalam pengelolaan
desa(Utama & Juliarini, 2022) dan ini
dapat membangun prinsip  good
governance yang dapat diterapkan pada
Bumdes(Latuconsina & Soleman, 2019).
oleh

Seperti disampaikan

yang
masyarakat bahwa:

“Terdapat juga kendala dalam pengelolaan
desa seperti pengelolaan Bumdes yang
dirasa belum baik karena aparat desa belum
terlatih untuk memanfaatkan dana desa
serta penyediaan media sebagai alat untuk
mempertanggungjawabkan  pengelolaan

dana  desa  sehingga  akuntabilitas

pengelolaan keuangan pemerintah desa

belum  optimal”( hasil wawancara
dengan Masyarakat Desa Nimasi
tanggal 22 Agustus 2022.

G. Musyawarah

Dalam pengelolaan desa, musyawarah
sering digunakan sebagai cara untuk
memperoleh persetujuan dan
dukungan dari seluruh warga desa
dalam mengambil keputusan
penting(Panjaitan dkk,2022).

Tokoh Desa PN mengungkapkan
“Peningkatan partisipasi masyarakat desa
Nimasi dalam musyawarah melibatkan
desa memiliki

seluruh  warga agar

kesempatan ~ untuk  berbicara  dan
memberikan masukan apa saja yang perlu
disampaikan terkait kebutuhan masyarakat
desa. Kami berharap melalui musyawarah
dapat meningkatkan partisipasi masyarakat
desa dalam pengambilan keputusan dan
memastikan bahwa keputusan yang diambil
mewakili kepentingan seluruh warga desa
yang

pembangunan desa dapat terwujud”.( hasil

agar  apa menjadi  cita-cita
wawancara dengan Bapak PN selaku

Tokoh masyarakat Desa Nimasi
tanggal 21 Agustus 2022).

Musyawarah di desa Nimasi
kerap memiliki beberapa tantangan,

(1)-

membutuhkan waktu yang cukup lama

seperti: Alotnya musyawarah
untuk mencapai kesepakatan. Hal ini
dapat menjadi tantangan dalam situasi

darurat atau ketika keputusan harus

diambil dengan cepat.
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(2).
tidak

Keterbatasan pengetahuan yang

semua warga desa Nimasi

memiliki pengetahuan yang sama
tentang topik yang dibahas dalam
musyawarah. Hal ini dapat membuat
sulit untuk mencapai kesepakatan yang
memadai.

H. Demokrasi

demokrasi  dalam

adalah

Prinsip-prinsip
pengelolaan desa

berikut (a).

sebagai
Partisipasi, Masyarakat
desa Nimasi harus terlibat dalam
proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan program pembangunan

(b).

kebijakan dan program pembangunan

Transparansi, Informasi tentang

harus tersedia dan dapat diakses oleh
masyarakat desa ~ Nimasi. ().
Akuntabilitas, Pemerintah desa

Nimasi harus bertanggung jawab atas
kebijakan dan program pembangunan
yang dilaksanakan. (d). Ketaatan akan
hukum, Pelaksanaan kebijakan dan
program pembangunan harus sesuai
dengan hukum yang berlaku.

Dari penyampaian yang dikemukakan
oleh masyarakat mengenai keterlibatan
mereka dalam proses demokrasi pada
implementasi good governance di Desa
Nimasi,

yakni:  “Dalam  pelaksanaan

Musyawarah ~ Rencana  Pembangunan

(Musrenbang), masyarakat desa telah
dilibatkan meski dalam proses pengambilan
dan

keputusan pelaksanaan  program

pembangunan  terdapat kendala dalam
penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam
Musrenbang di  beberapa desa, seperti
kurangnya partisipasi masyarakat dan
dana yang terbatas” (hasil wawancara
dengan anggota masyarakat pada
tanggal 22 Agustus 2022).

Potensi  dampak  hilangnya
demokrasi(Gunawan,B.A.,

dkk, 2022) (a).
(b).
yang ().
Kurangnya checks and balances (d). Erosi

hak-hak azasi publik.

prinsip
2019); (Hatta
Kurangnya transparansi.

Partisipasi warga apatis

I. Kemandirian

Pengelolaan Desa, juga melibatkan
pengelolaan pendapatan asli desa
(PADesa) dan dana transfer seperti
Dana Desa(Sholahuddin, 2019); (April
dkk, 2021). Pengelolaan keuangan yang
efektif dan transparan akan membantu
desa dalam melaksanakan program
pembangunan dan  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Kepemimpinan desa memiliki peran
penting dalam pengimplementasian

otonomi desa. Mereka harus bekerja
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secara proaktif dan mengarahkan
pengelolaan desa menuju kemandirian
Seperti yang dikemukakan tokoh
masyarakat desa nimasi, bahwa
“Kepemimpinan yang baik akan membantu
desa dalam mengoptimalkan potensi dan
sumber daya yang ada.”
(hasil wawancara pada mantan kepala
desa Nimasi MTT pada tanggal 20
Agustus 2022).
Kepemimpinan  yang  baik
memang dapat membantu peningkatan
kapasitas dalam pengelolaan desa.
Seorang pemimpin yang baik dapat
dan

memimpin mengarahkan

masyarakat desa wuntuk mencapai
tujuan bersama dengan cara yang
efektif dan efisien.

J.  Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan desa adalah  kunci
keberhasilan ~ pembangunan  dan
pemerintahan  yang  berkelanjutan.

Ketika masyarakat aktif terlibat dalam

pengambilan keputusan dan

pelaksanaan program di desa, mereka
untuk

memiliki kesempatan

mempengaruhi arah pembangunan,
memperjuangkan kepentingan mereka,
dan meningkatkan kualitas hidup

mereka.

Ketika masyarakat terlibat aktif
dalam pengambilan keputusan dan

pelaksanaan program di desanya,

mereka memiliki kesempatan untuk

mempengaruhi arah pembangunan,

mengadvokasi kepentingan mereka,

dan meningkatkan kualitas hidup

mereka. Partisipasi masyarakat banyak

bentuknya, mulai dari partisipasi

langsung dalam program pemerintah
hingga kontribusi tidak langsung
seperti donasi, tenaga, gagasan, dan

pendapat dalam

kebijakan(Absomad,2015).

pembuatan

Untuk partisipasi seringkali ditentukan
oleh akses

Oleh karena

masyarakat terhadap

informasi. itu, akses
terhadap informasi merupakan faktor

penting dalam mendorong partisipasi

masyarakat ~ dalam  pengambilan
keputusan dan program
pembangunan.

K. Kesetaraan

Kesetaraan dalam pengelolaan desa
adalah prinsip yang sangat penting
dalam memastikan bahwa semua
warga desa memiliki hak yang sama
dalam mengambil keputusan dan

memperoleh manfaat dari

pembangunan desa. Seperti

yang
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disampaikan oleh kepala desa FNS
bahwa

“Dalam partisipasi kebijakan kesetaraan

kita ~ utamakan  jadi  semua  dapat
berpartispasi, kami memastikan bahwa
semua warga desa nimasi  memiliki

kesempatan yang sama untuk memberikan
masukan dan partisipasi dalam  proses
pengambilan

keputusan. Dengan

mengadakan  forum-forum  diskusi dan
konsultasi publik yang melibatkan seluruh
warga desa” (hasil wawancara tanggal 23
Agustus 2022).

Kesetaraan dalam pengelolaan

desa dapat diwujudkan dengan
mempertimbangkan aspirasi,
kebutuhan, permasalahan, dan

pengalaman laki-laki dan perempuan

dalam konteks perencanaan
pembangunan desa(Syukur dkk, 2022).
L. Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam pengelolaan desa

merupakan  suatu  upaya  yang
bertujuan untuk memberikan
masyarakat desa kemampuan dan

keterampilan yang diperlukan agar

mereka dapat mengelola sumber daya

dan memperbaiki kualitas hidup
mereka  sendiri.  Seperti  yang
diungkapkan  oleh NP  tokoh

masyarakat di Desa Nimasi

“Melalui pemberdayaan, masyarakat desa
diharapkan dapat menjadi lebih mandiri
dan memiliki kontrol atas perkembangan
dan  keberlanjutan ~ desa  mereka.
Pemberdayaan yang kami harapkan dalam
Nimasi  melibatkan

pengelolaan  desa

berbagai aspek, seperti pengembangan
keterampilan tenun, peningkatan akses
terhadap pendidikan dan pelatihan kaum
perempuan, penguatan lembaga desa, dan
dalam

partisipasi  aktif — masyarakat

4

pengambilan keputusan.” (hasil
wawancara tanggal 21 Agustus 2022).
Dengan adanya pemberdayaan
ini, masyarakat desa dapat mengambil
peran aktif dalam mengelola sumber
daya yang ada di desa mereka, seperti
lahan ladang dan tani, air, energi, dan
potensi pariwisata. Salah satu manfaat
utama dari pemberdayaan dalam
pengelolaan desa adalah peningkatan
kemandirian masyarakat desa. Dengan
memiliki keterampilan dan
pengetahuan yang cukup, masyarakat
desa dapat mengelola sumber daya
secara efisien dan berkelanjutan,
sehingga mereka tidak lagi tergantung
pada bantuan dari pihak luar. Hal ini
akan membantu meningkatkan kualitas
hidup mereka secara keseluruhan.

M. Keberlanjutan
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Sustainable Development Goals (SDGs) Timur

adalah serangkaian tujuan global yang terdapat

terlaksana

kendala

telah meskipun

beberapa dan

ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- hambatan, seperti:

Bangsa (PBB) untuk mencapai
pembangunan yang berkelanjutan di
seluruh dunia. SDGs terdiri dari 17

tujuan dan 169 target yang mencakup

berbagai aspek pembangunan,
termasuk mengakhiri kemiskinan,
mengurangi kesenjangan, dan

melindungi lingkungan di desa.
Terkait dengan keberlanjutan, kepala
desa Nimasi menyampaikan:

“sangat penting bagi desa Nimasi
untuk mendapatkan perhatian khusus
dalam mencapai pembangunan yang
berkelanjutan. pengentasan kemiskinan
masyarakat desa melalui akses yang
peningkatan  sumber daya dan
kesempatan ekonomi, sehingga kami
dapat

meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa. Selain itu kita
membutuhkan layanan dasar seperti
pendidikan, kesehatan, dan air ketika
musim kemarau.

SIMPULAN
hasil

ditarik

Dari dan pembahasan maka
simpulan penerapan Good
Governance di desa Nimasi Kecamatan
Bikomi Tengah Kabupaten Timor

Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara

1.

Belum meratanya kompetensi
sumber daya manusia di Desa
Nimasi, yang disebabkan belum

terlatihnya aparatur desa dalam

mengelola desa. Seperti
pengelolaan ~ BUMDes  dan
pengembangan ketrampilan

yang berkelanjutan.
Penerjemahan kebijakan dari
kabupaten kepada aktor di desa

sulit untuk di

yang
implementasikan melalui
perumusan aturan yang akan
diterapkan kepada publik di
desa.

Belum tersedianya kelengkapan
pendukung  pelatthan  dan
pemberdayaan masyarakat desa

Nimasi.

Oleh karena itu disarankan:

1.

241

Perlunya peningkatan

upaya
SDM dengan kepelatihan tenaga
terampil dalam mengelola desa.
Ini dapat Dbersumber dari
Kerjasama antara pemerintah,
perguruan tinggi dan swasta.

Komunikasi dan sosialisasi oleh

aktor pengimplementasi
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